BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4] dan
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Sumbawa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655]};

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844};

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3135});

4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tgmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165]);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  SISTEM  AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa.

5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16,

17.

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis vang ditetapkan dalam APBD

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan,

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pedoman
dalam menyvusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,
utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana  akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
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30.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan,

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan vang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
barang yvang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.




31

32.

33.

35.

36.

37.

39.

41.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yvang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman g¢lalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah dar:rah.?
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BAB 11
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 2
(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

a. sistem akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan
PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

(3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengatur mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

(4) Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa diimplementasikan
dengan aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen Daerah (SIMDA].

(5) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupat ini menjadi pedoman untuk
penyvusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran
2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Mei 2014

W BUPATI MEAW&,Y

e

‘y (/T JAMALUDDIN MALIK




Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 e i 014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, "

MV
«WW"{

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

SISTEM AKUNTANSI PPKD

1. SISTEM AKUNTANSI PPKD
a. Pencatatan Anggaran pada PPKD

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan
sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini
dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang
akan membentuk estimasi 3 perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun
antara vyang berguna dalam rangka pencatatan transaksi
realisasi anggaran. Di dalam neraca, eslimasi perubahan SAL
merupakan bagian ekuitas SAL.

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang melaksanakan pencatatan anggaran
PPKD adalah sebagai berikut:

a) PPKD

b} Fungsi Akuntansi PPKD

2} Langkah-Langkah Teknis

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yvang
sudah dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris
daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi PPKD,
Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit
sebesar total anggaran pendapatan, “Estimasi Penerimaan
Pembiayaan” di debit sebesar total anggaran penerimaan
pembiayaan, “Apropriasi Belanja®™ di kredit sebesar total
anggaran belanja dan “Apropriasi Pengeluaran
Pembiavaan” di kredit sebesar total anggaran pengeluaran
pembiavaan. Seclisih antara anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan dicatat sebagai “Estimasi Perubahan SAL”
di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pendapatan XXX
Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX
Estimasi Perubahan SAL KHX




Apropriasi Belanja XXX
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  xxx

b. Akuntansi Pendapatan PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi
pendapatan PPKD adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

b) Fungsi Akuntansi PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1)

(2]

Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas
diterima di kas daerah dan dicatat berdasarkan
dokumen sumber setoran pajak., Fungsi akuntansi
PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek
terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Dacrah XX
Pendapatan Pajak...-LO XXX

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat
ketetapan pajak yang belum dibayar oleh
masyarakat, maka nilainya diakui sebagai
penambah Pendapatan Pajal-LO. Fungsi
Akuntansi PPKD mencatal “Piutang Pajak Daerah”
di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian
objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah XXX
Pendapatan Pajak...-LO XXX

Sebagai  transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatal “Estimasi Perubahan
SAL" di debil dan “Pendapatan Pajak-LRA (sesuai
rincian objek terkail)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL MK
Pendapatan Pajak...-LRA XXX

Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan
bersamaan dengan pembavaran perizinan, misal
perizinan pemasangan iklan, kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP
juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD
untuk mengakul utang jaminan mencatat “Kas di



b)

Kas Daerah” di debit dan “Utang Jaminan” di kredit
dengan jurnal:

kKas di Kas Daerah HXX
Utang Jaminan XHX

Kemudian saat pihak keliga tidak menunaikan
kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang
jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi
Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial
terkait cksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi
oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan
“Utang Jaminan” di debit dan “Pendapatan Hasil
Eksekusi Atas Jaminan-LO" di  kredit dengan
jurnal:

Utang Jaminan XXX
Pendapatan hasil cksekusi XXX
Atas Jaminan-LO

Sebagal transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan-LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi perubahan SAL XXX
Pendapatan hasil cksckusi XXX
Atas jaminan-LRA

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer vyang akan diterima oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen resmi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah
provinsi. Namun demikian penctapan tersebut belum
dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO,
mengingatl kepastian pendapatan  lergantung pada
persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran
alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan
transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas
pada Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus ini,
Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Kas di Kas
Daerah” di debit dan “Pendapatan Transfer-LO (sesuai
rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan Transler...-LO XXX

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui
pada saat terbitnya dokumen resmi  mengenai
penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur
sebagal  dasar pencatatan pengakuan  pendapatan.

fad




Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Piutang
Pendapatan®™ di debit dan *“Pendapatan Transfer-LO
(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pendapatan XXX
Pendapatan Transfer...-LO XXX

Apabila pemerintah  daerah telah menerima dana
transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur
tersebut, maka Rekening Kas Umum Daerah akan
mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD. Berdasarkan
Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
“Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Pendapatan
Transfer (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan
jurnal;

Kas di Kas Daerah HEX
Piutang Pendapatan Transfer... XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan transfer, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Estimasi Perubahan SAL" di debit dan “Pendapatan
Transler-LRA (sesual mnncian objek terkail]” di kredit
dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XX
Pendapatan Transler...-LRA XXX

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(1) Pendapatan Hibah

Naskah Perjanjian Hibah vyang ditandatangani
belum dapal dijadikan dasar pengakuan
pendapatan LO, mengingat adanya proses dan
persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah
tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD
mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan
diterimanya kas pada REUD dengan mencatat “Kas
di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Hibah-
LO" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XMX
Pendapatan Hibah-LO XXX

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa
uang merupakan realisasi  anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL" di debit dan “Pendapatan Hibah-LRA” di
kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hibah-LRA XX




(3]

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap,
fungsi akuntansi PPKD mencatat “Aset Tetap” di
debit dan “Pendapatan Hibah-LO" di kredit dengan
jurnal:

Aset Tetap XXX
Pendapatan Hibah-LO XXX

Pendapatan Non Operasional — Surplus Penjualan
Aset Nonlancar - LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD
berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus
terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi
lebih tingei daripada nilai buku investasi tersebut.

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan
dokumen transaksi vang dimiliki PPKD, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di
debit secrta “Surplus Pelepasan Investasi Jangka
Panjang - LO” dan “Investasi ...” di kredit dengan
jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX
Surplus pelepasan investasi XXX
Jangka panjang-L0O
Investasi. .. XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap
penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan
“Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL HNMX
Penerimaan Pembiayaan HXX
Pendapatan  Non  Operasional - Surplus

Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang
harus dibavar] lebih rendah dibandingkan dengan
nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban
tersebut.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi
Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban vang
telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari
penyelesaian kewajiban tersebul dengan mencatal
“Kewajiban Jangka Panjang (scsual rincian objek
terkait)” di debit serta “Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang....-LO” dan “Kas di Kas
Daerah” di kredit dengan jurnal:




Kewajiban Jangka Panjang XXX

Surplus penyelesaian kewajiban XXX
Jangka panjang-LO
Kas di Kas Dacrah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena
pelunasan  kewajiban  tersebut  merupakan
pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan
“Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal;

Pengeluaran Pembiayaan XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

¢. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD

1] Pihak-Pihak Terkait

2)

Pihak-pihak vang melaksanakan sistem akuntansi beban
PPKD adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

c) Kuasa BUD

Langkah-Langkah Teknis

a)

Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait
pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD.
Berdasarkan Bukti memorial untuk pengakuan beban
tersebut, Fungsi  Akuntansi PPKD  melakukan
pencatatan “Beban Bunga” di debit dan *Utang Bunga’
di kredit dengan jurnal:

Beban Bunga XXX
Utang Bunga XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban bunga tersebut. Berdasarkan SP2D
pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Utang
Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit
dengan jurnal:

Utang Bunga XXX
Kas di Kas Daerah XHX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja
bunga, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja
Bunga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit
dengan jurnal:

¥




Belanja Bunga XxX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah
melaksanakan prestasi sesual persyaratan pemberian
subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti
memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah
diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi
dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Beban
Subsidi” di debit dan “Utang Belanja Subsidi” di kredit
dengan jurnal:

Beban Subsidi XXX
Utang Belanja Subsidi HXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban subsidi tersebut mulal dari
pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan
SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk
pelunasan utang subsidi tersebut, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Utang Belanja Subsidi® di debil dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Subsidi XXX
Kas di Kas Dacrah KHX

Sebagail transaksi realisasi anggaran terhadap belanja
subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja
Subsidi” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di
kredit dengan jurnal:

Belanja Subsidi XXX
Estimasi Perubahan SAL HHH

Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah
Lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas bersama-
sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai
NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja
hibah, mengingat kepastian beban  tersebut belum
dapat ditentukan berdasarkan NPHD karcna mengingat
masih  perlu  ditindaklanjuti dengan  penerbitan
dokumen pencairan. Untuk itu atas pengakuan beban
hibah, Fungsi Akuntansi PPKD mencalatl “Beban Hibah”
di debit dan *“Kas di Kas Dacrah® di kredit dengan
jurnal:

Beban Hibah 1
Kas di Kas Dacrah - MHX




d)

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja
Hibah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja
Hibah" di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit
dengan jurnal:

Belanja Hibah NXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui
proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan
SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D pembayaran beban bantuan sosial
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Beban
Bantuan Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di
kredit dengan jurnal:

Beban Bantuan Sosial KKK
Kas di Kas Daerah XMH

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja bantuan sosial tersebul, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Belanja Bantuan Sosial” (sesuai
rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan
SAL" di kredil dengan jurnal:

Belanja Bantuan Sosial XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Beban Transfer

Pengakuan  beban  transfer bersamaan  dengan
penyaluran dana transler dari RKUD berdasarkan
peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja
transler yang terkait. Fungsi Akuntansi PPKD membuat
pengakuan  beban  transfer berdasarkan  bukti
penyaluran memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Beban transfer” di debit dan “Kas di Kas
Dacrah” di kredit dengan jurnal:

Beban Transfer MMX
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagail transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
transfer tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Transler {scsuai rincian objek terkait)” di debit dan
“Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Transfer N
Estimasi Perubahan SAL XXX




d. Akuntansi Aset PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang melaksanakan sistem akuntansi aset
PPKD adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

¢] Kuasa BUD

Langkah-Langkah Teknis

a)

b)

Perolehan Investasi

(1)

(2)

Perolchan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Ketika Pemerintah Daerah melakukan
pembentukan Investasi Jangka Pendek, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “lnvestasi Jangka
Pendek.....” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di
kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Pendek XXX
Kas di kas Dacrah e o4

Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)
Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal
dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan
dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD
berdasarkan 8SP2D LS yang menjadi dasar
pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi
terscbut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat
“Investasi Jangka Panjang.....” di debit dan “Kas di
kKas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Panjang XXX
Kas di kas Daerah HHH

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap
pengeluaran pembiayaan terschut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Estimasi Perubahan
SAL" di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX
Estimasi Perubahan SAL WK

Hasil Investasi

(1)

Hasil Investasi Jangka Pendck

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan
bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh
bersamaan dengan pelepasan investasi jangka
pendek tersebut, schingga pembahasannya akan
digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.
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(2)

Hasil Investasi Jangka Panjang

()

(b)

Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan
tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki
pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya
menerima  dividen yang dibagikan oleh
perusahaan. Berdasarkan pengumurnan
pembagian dividen vyang dilakukan oleh
perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui
jumlah dividen yang akan diterima pada
periode berjalan, Selanjutnya Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Piutang Lainnya” di debit dan
“Pendapatan  Hasil Pengelolaan  Kekayaan
Daerah yang dipisahkan - LO” di kredit dengan
jurnal:

Piutang Lainnya XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekavaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pada saat perusahaan investee membagikan
dividen tunai kepada pemerintah daerah,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas
Daerah” di debit dan “Piutang Lainnya” di
kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX
Piutang Lainnya XXX

Sebagar transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD juga mencatat “Estimasi
Perubahan SAL" di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kelkavaan Daerah yang
dipisahkan-LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah vang dipisahkan-LRA

Melode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan,
PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan
perusahaan pada periode berjalan. Dalam
metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh
perusahaan  akan  mempengaruht  jumlah
investasi yang dimiliki pemerintah  daerah,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Investasi.....” di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang dipisahkan
- LO" di kredit dengan jurnal:




Investasi XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah vang dipisahkan-LO

Pada saat perusahaan membagikan dividen,
Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
penerimaan dividen tersebut pada “Kas di Kas
Daerah” di debit dan “Investasi.....” di kredit
dengan jurnal:

kas di Kas Daerah oo
Investasi NN

Scbagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD juga mencatat *“Estimasi
Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan
- LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA

(c) Metode Nilai Bersih vang Dapat Direalisasikan
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka
panjang (misal pendapatan bunga dari dana
bergulir) telah  diterima, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit
dan “Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO" di
kredit dengan jurnal;

Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan bunga Dana XXX
Bergulir-LO

Sebagal lransaksi realisasi anggaran, [Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat pendapatan LRA
“Estimasi Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Bunga — LRA" di kredit dengan
jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan bunga-LRA XXX

Pelepasan Investasi

(1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam  pelepasan  investasi jangka  pendek,
berdasarkan Dokumen Transaksi vang dimiliki
PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat *kKas di
Kas Dacrah” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO”
dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit dengan
jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

11




Pendapatan Bunga-LO XXX
Investasi Jangka Pendek XXX

Sebagal transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL" di debit dan “Pendapatan Bunga-LRA" di
kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Bunga-LRA XXX

(2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang
Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya
saham, berdasarkan Dokumen Transaksi yang
dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
*Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus
Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” dan
“Investasi Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX
Sursplus pelepasan investasi XXX
Jangka Panjang-LO
Investasi Jangka Panjang HXX

Sebagal transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL” di debit dan “Pencrimaan Pembiayaan® di
kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan
jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan XXX

e. Akuntansi Kewajiban PPKD

1)

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan  sistem  akuntansi
kewajiban PPKD adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

c) Kuasa BUD

Langkah-Langkah Teknis

a} Penerimaan Utang
Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah
masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas
daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya
kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal “Kas
di Kas Daerah™ di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang
(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:




Kas di Kas Daerah XXX
Kewajiban Jangka Panjang XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Estimasi  Perubahan SAL” di debit dan
“Penerimaan Pembiayvaan” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan XXX

b) Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembavaran kewajiban dilakukan melalui
proses penalausahaan yang dimulai dari pengajuan
SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat *Kewajiban Jangka Panjang (sesual rincian
objek terkait)” di debit dan *Kas di Kas Daerah” di
kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX
Kas di Kas Daerah a7k

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga
mencatat “Pengeluaran Pembiayaan”™ di debit dan
“Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiavaan XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

c) Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi
Akuntanst PPKD menyiapkan bukti memorial terkait
pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus
dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti
memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi
FPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi
dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit
dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit
dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XK
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XKX

f. Akuntansi Pembiayaan PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak vang melaksanakan  sistem  akuntansi
pembiayaan PPKD adalah sebagai berikut;

a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD




2) Langkah-Langkah Teknis

a)

b)

Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada
dasarnya merupakan akuntasi yang tidak berdini
sendiri, Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat
pada pencatatan transaksi lainnya khususnya
penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan
kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi
sebuah jurnal komplementer yvang melengkapi jurnal
transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan
utang dan transaksi lainnya yvang scjcnis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah”
di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit
dengan jurnal:

Kas di Kas Dacrah XXX
Kewajiban Jangka Panjang XX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD
mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan
“Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XX
Penerimaan Pembiayaan XHX

Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya  dengan  akunlansi penerimaan
pembiayaan PPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan
PPKD pada dasarnva juga merupakan akuntansi yang
tidak  berdinn sendiri.  Akuntansi  pengeluaran
pembiayaan ini melekal pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset
nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini
akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang
melengkapi  jurnal transaksi perolehan investasi,
transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya
yang sejenis,

[Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan pada
“Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan *Kas di Kas
Daecrah” di kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX
Kas di Kas Daerah HXX

Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi,
PPKD, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL" di
kredit dengan jurnal:




Pengeluaran Pembiayaan XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi dalam
Jurnal penyesuaian dan koreksi PPKD adalah sebagai
berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

al

b)

Koreksi Kesalahan Pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi
terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti
memorial — terkait  koreksi  kesalahan pencatatan.
Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh
PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar Fungsi
Akuntansi PPKD untuk membuat koreksi atas jurnal
yang salah catat tersebut. Misal, transaksi
beban/belanja  hibah dicatat pada beban/belanja
subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Beban
Hibah" di debit dan “Beban Subsidi” di kredit dengan
jurnal:

Beban Hibah HHXK
Beban Subsidi HKK

Selain itu pada saat bersamaan terhadap koreksi atas
realisasi belanja, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Belanja Hibah” di debit dan “Belanja Subsidi” di kredit
dengan jurnal:

Belanja Hibah XXX
Belanja Subsidi XXX

Beban Penyisihan Piutang

Dalam mectode penyisihan (Allowance method), setiap
akhir tahun berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan
golongan umur piutang pemerintah daerah akhir
periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat
cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan
“Penyisihan Piutang...” di kredit dengan jurnal:

Beban Penyisihan Piutang XXX
Penyisihan Piutang XXX




Pada saat terbit Sural Keputusan Kepala Daerah
tentang Penghapusan Piutang, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Penyisihan Piutang ..." di debit dan
“Piutang...” di kredil dengan jurnal:

Penyisthan Piutang XXX
Piutang XXX

h. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo PPKD

1)

2)

3)

Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses
akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga
penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi
terscbut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai
dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal.

Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui
jurnal adalah posting ke buku besar, Dalam tahap ini,
Fungsi Akuntansi PPKD mem-posting atau memindahkan
setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku
besar masing-masing akun.

Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum
penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo, Neraca Saldo adalah suatu daftar
yvang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada
tanggal tertentu.

i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

1)

Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD
dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik
dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting
vang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi
dasar dalam penyvusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan keuangan wajib yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan
Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b} Neraca;

¢) Laporan Operasional (LO);

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE]; dan
¢) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK]).

16




2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan
laporan keuangan adalah :
a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD

3) Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja
(worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan
Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang
digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan.
Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses
pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara
manual,

(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
Fungst Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi
saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di
kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas
Kerja.

(2] Membuat Jurnal Penyesuaian
Fungsi  Akuntansi  PPKD  membuat  jurnal
penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan
melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun
tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi
yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut
diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” vyang
terdapat pada Kertas Kerja.
Jurnal penyvesuaian yang diperlukan antara lain
digunakan untuk;
(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
(b) Pencatalan jurnal yang belum dilakukan
() Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset

lainnya pada akhir tahun

(3] Membual Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian
atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian
yang telah dibual sebelumnya. Nilai yang telah
disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo
Setelah Penyesuaian®™ yang terdapat pada Kertas
Kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan

(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo vang telah disesuaikan,
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
yvang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi
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Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan
Realisasi Anggaran”,

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA
menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan
dalam 3 tahap, scbagai berikut:

(a) Jurnal Penutup wuntuk menutup jurnal
penganggaran vyang dibuat di awal tahun

anggaran

Apropriasi Belanja XXX

Apropriasi Pengeluaraan XXX

Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL XXX
Eslimasi Pendapatan XXX

Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran,
ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan-LRA XXX

Penerimaan Pembiavaan HXX
Belanja XXX
Pengeluaraan Pembiayaan XXX
Surplus/Defisit-LRA HXK

() Jurnal  Penutup  untuk  menutup akun
surplus/delisit - LRA pada akun Estimasi
Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi

Surplus/Defisit LRA XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Kemudian setelah membuatl jurnal penutup, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA.

Menyusun LO, Jurnal Penutup LO dan Neraca Saldo
setelah Penutupan LO

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
vang  lermasuk  dalam komponen Laporan
Operasional untuk kemudian membuat Laporan
Operasional.

Bersamaan  dengan  pembuatan  LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO
menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.
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(3]

(4)

Pendapatan-LO XXX
Surplus/ Delisit...LO ) 464
Beban XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan,
Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo
setelah Penutupan LO.

Menyusun Neraca, Jurnal Penutup Akhir, dan
Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo sctelah Penutupan LO,
Fungsi  Akuntansi PPKD membuat  Neraca,
Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir
untuk menutup akun Surplus/Delisit...-LO ke akun
Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/ Defisit...-LO XXX
Ekuitas MM

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir.
Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal
untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat
Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data
Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode
berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan
Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan
Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan
pergerakan ckuitas PPKD.

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan

naratil atau rincian dari angka vang tertera dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal

vang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi,

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ckonomi malro:

c] Ikhtisar pencapaian target keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan
yvang dihadapi dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
vang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;




¢) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

g) Informasi lainnya vang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang lidak disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan.

J. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah
Daerah

1)

2)

Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi,
schingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan
melakukan proses konsolidasi dari  seluruh laporan
keuangan entitas akuntansi vang terdapat pada pemerintah
daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD
dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan vang dibuat oleh PPKD,
yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b] Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):

¢] Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e] Laporan Arus Kas (LAK);

[} Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a) Fungs: Akuntansi PPKD

b) PPKD

Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi
Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja
(worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan
PPKD sebagai alal untuk menyusun Neraca Saldo
Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat
bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca
saldo  pemerintah  dacrah  dalam  kertas kerja
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses
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b)

pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara
manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang
dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah
Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah
memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja
konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal
eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK
PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi
Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah
Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi
akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” di debit dan “RK-
SKPD” di kredit dengan jurnal:

RK-PPED K
RE-SKFPD KM

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah,
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
vang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi
Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan
Realisasi Anggaran”.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan
Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara
kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun
berjalan”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang
nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai
yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini
adalah membual nilai akun-akun LRA menjadi 0.
Berikut contoh jurnal penutup LRA

Pendapatan-LRA XXX
Penerimaan Pembiayaan-LRA XXX
Apropriasi Belanja XXX
Apropriasi Pengeluaraan Pembiayvaan  xxx
Estimasi Perubahan SAL XXX
Belanja XXX
Pengeluaran Pembiayaan-LRA XXX
Estimasi Pendapatan NXX
Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX

Kemudian, sctelah membual jurnal penutupan,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA.



(2)

(3)

(5)

Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan
Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA,
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
yang termasuk dalam komponen Laporan
Operasional untuk kemudian membuat Laporan
Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini
adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.
Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO MXX
Surplus/Delisit..LO XXX
Beban NHX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LO.

Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir,
dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO,
Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca.
Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD
membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus/Defisit-L0O ke akun Ekuitas. Berikut
ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/ Delisit LO XXX
Ekuitas HKK

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir.
Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal
untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Menvusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat
scbelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat
menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan
Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SIiLPA
periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnva, Fungsi Akuntansi PPKD membuat
Laporan Perubahan Ekuilas menggunakan data
Ekuitas Awal dan data perubahan ckuitas periode
berjalan yvang salah satunya diperoleh dari Laporan
Operasional yvang telah dibuat sebelumnya. Laporan
Perubahan Ekuitas inm1 akan  menggambarkan
pergerakan ekuitas PPKD.
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(6)

Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum
Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah
penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi
tersebul dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan
juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian
diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas
investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris,

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Calatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang
diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan antara lain:

e [nformasi umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;

o [nformasi tentang kebijakan kecuangan dan
ckonomi makro;

o |khtisar pencapaian larget keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan
vang dihadapi dalam pencapaian target;

e Inlormasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan  kebijakan-kebijakan akuntansi
vang dipilih untuk dilerapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e Rincian dan penjelasan masing-masing pos vang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

e Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

¢ Informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yvang wajar, vang tidak disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan.
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k. Format Laporan Keuangan

Format yang terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan,
Bagan Akun Standar dan konversi penyajian LRA mengacu
kepada format yang diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintahan Daerah.
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR %2 TAHUN 2014

TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

SISTEM AKUNTANSI SKPD

1. SISTEM AKUNTANSI SKPD
a. Pencatatan Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan
sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini
dilakukan pencatatan untuk merckam data anggaran yang
akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi
perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna
dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi
pendapatan SKPD adalah:

a) Pengguna Anggaran

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

2) Langkah-Langkah Teknis

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-
SKPD), PPK-S5KPD mencatat “Estimasi Pendapatan” di
debit sebesar total anggaran pendapatan, dan “Apropriasi
Belanja” di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih
antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat
“Estimasi Perubahan SAL” di debit. Atas transaksi di atas,
PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX
Apropriasi Belanja XXX

b. Akuntansi Pendapatan SKPD
1} Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi
pendapatan SKPD adalah sebagai berikut:

a) PPKD

b} Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)




2) Langkah-Langkah Teknis

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus
dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan
transaksi  pendapatan. Transaksi pendapatan SKPD
merupakan  pendapatan  yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah scsuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah
dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah
dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya
apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat
pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak
daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Iustrasi
pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah
dari PPKD disajikan sebagai berikut :

a] Pemungulan pajak dapat didahului dengan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Dacrah maupun penyetoran
langsung oleh masvarakat, Terhadap kedua cara
pemungutan  terscbut pengakuan pendapatan pajak
dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke
Rekening Kas Daerah.

Langkah-langkah Teknis

SKPD  yang berwenang akan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain
disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah
tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP
Dacrah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam
mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan
pembayaran, Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD
mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “Kas di
Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan Pajak
Daerah-LO  (sesuai rincian objek terkait)” dengan
jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Pendapatan Pajak Daerah...-LO XXX

Sebagai  transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD
mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai rincian objek
terkait)” di kredit dengan jurnal;

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Pajak Daerah.. -LRA XXX

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan
penyctoran ke Kas Dacrah dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-
SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan *“Kas di
Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

b




b)

RK PPKD MK
Kas di Bendahara Penerimaan KK

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi,
PPK SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah (sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Pajak
Daerah- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit
dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah... XXX
Pendapatan Pajak Daerah...LO XXX

Kelompok pendapatan  retribusi  untuk memenuhi
kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika
pembayarannya telah diterima.

Langkah-langkah Teknis

Wajib retribusi  melakukan pembayaran retribusi
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran
(TBP), TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk
mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas di
Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan
Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)” di
kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan HXX
Pendapatan Retribusi Daerah..-LO 574

Scbagai trunsaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat “Estimasi
Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Retribusi
Daerah-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit
dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Pendapatan Retribusi Daerah..-LRA XXX

Atas retribusi vang diterima tersebut akan dilakukan
penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-
SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di
Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

R PPKD '8¢
kKas di Bendahara Penerimaan HHX

Pada akhir tahun tcrhadap SKR yang belum dilunasi,
PPK SKPD mencatat “Piutang Retribusi Daerah (sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan
Retribusi Daerah — LO (sesuai rincian objek terkait)” di
kredit dengan jurnal:
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Piutang Retribusi Daerah XXX

Pendapatan Retribusi Daerah..LO XXX

c. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD

1} Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban
SKPD adalah:

a) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

¢} Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

2} Langkah-Langkah Teknis

a)

Belanja dan Beban Pegawai

(1)

(2)

Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang
Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti
transaksi beban pegawai yang menggunakan uang
persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut,
PPK-SKPD mencatat jurnal “Beban Pegawai-LO” di
debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit
dengan jurnal:

Beban Pegawai-LO XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Sebagal  transaksi realisasi  anggaran realisasi
belanja  pegawai, PPK-SKPD mencatat “Belanja
Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di
kredit dengan jurnal:

Belanja Pegawal HEX
Estimasi Perubahan SAL XN

Belanja  dan Beban  Pegawai  Menggunakan
Mekanisme LS

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan
mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS.
SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk
mencatat “Beban Pegawai - LO" di debit dan “RK
PPKD” di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai-LO XXX
Rk PPKD XXX

Sebagal transaksi realisasi anggaran terhadap
realisasi belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat
“Belanja Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan
SAL” di kredit dengan jurnal:




(3]

Belanja Pegawai XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya,
yvaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai
potongan atas Belanja Pegawai tidak dicatat oleh
PPK-SKPD, karena akan dicatai oleh Fungsi
Akuntansi PPKD,

Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti  uang persediaan  dilakukan
berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar
bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Kas di Bendahara
Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit
dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx
RK PPKD XXX

b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa

(1)

Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang
Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti
transaksi beban barang dengan menggunakan uang
persediaan.  Pengakuan beban  barang yang
menggunakan uang persediaan dilakukan
berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti
transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk
mencatal “Beban Barang dan Jasa (sesuai rincian
objek terkait)” di debit dan “Kas di Bendahara
Pengeluaran” di kredit dengan jurnal:

Beban Barang dan Jasa XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa
belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material,
PPK-SKPD mencatat “Beban Persediaan” di debit
dan “Kas di bendahara Pengeluaran” di kredit
dengan jurnal;

Beban Persediaan XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap
realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja
Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)” di
debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit
dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa XXX
Estimasi Perubahan SAL HKX




(2) Belanja dan  Beban Barang  Menggunakan

Mekanisme LS

Pengakuan beban barang vang menggunakan
mekanisme LS dilakukan berdasarkan Berita Acara
Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima
Barang lersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD
untuk mencatat “Beban Barang dan Jasa (sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja
Barang dan Jasa.....” di kredit dengan jurnal:

Beban Barang dan Jasa XXX
Utang Belanja Barang dan Jasa KX

Sclanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan
untuk  pembayvaran beban barang tersebut.
Berdasarkan SP2D  pelunasan utang beban
terscbut, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja
Barang.....” di debit dan “RK PPKD” di kredit dengan
jurnal:

Utang Belanja Barang. ... XXX
RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap
realisasi  belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja
(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi
Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja..... NXX
Estimasi Perubahan SAL KK

Belanja barang tlersebut dicatat berdasarkan nilai
bruto.

Pengajuan GU
Pengakuan ganti  uang persediaan  dilakukan
berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar
bagi PPK-SKPD untuk mencatat *Kas di Bendahara
Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit
dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx
RK PPKD XXX

Transaksi Pembayaran biaya sewa yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang
masa manlaatnya lebih dari satu tahun anggaran
yvang dicatat dengan pendekatan beban oleh
pemerintah  dacrah, PPK-SKPD akan mencatat
“Beban  Sewa” untuk mencatat beban tahun
berkenaan dan “Beban Sewa Dibayar di Muka”
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c)

untuk mencatat sisanya di debit dan “RK PPKD” di
kredit dengan jurnal;

Beban Sewa XXX
Beban Sewa Dibavar di muka XXX
RK PPKD XXX

Pengembalian Beban

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada
periode berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-
SKPD mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di
debit dan “Beban (sesuai rincian objek yang terkait)” di
kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Beban..... XXX

Sebagai  transaksi untuk  mengkoreksi  realisasi
anggaran, PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL” di debit dan *Belanja (sesuai rincian objek terkait)”
di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XK
Belanja..... XXX

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada
belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya
(pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan
diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi
terlebih  dahulu apakah pengembalian terjadi pada
belanja yang silainya berulang atau tidak berulang.

Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang
sifatnya berulang, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di
debit dan "Beban (sesuai rincian objek terkait)” di kredit
dengan jurnal;

RK PPKD HRKX
Beban..... reted

Sebagai  transaksi  untuk  mengkoreksi  realisasi
anggaran, PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL™ di debit dan “Belanja (sesuai rincian objek terkait)”
di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
Belanja....... XXX

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak
berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan.
Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD
dimana Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas




Daerah” di debit dan “Pendapatan Lainnya-LO" di kredit
dengan jurnal:

Kas di Kas Dacrah XXX
Pendapatan Lainnya-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Lainnya-LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL HXX
Pendapatan Lainnya-LRA XXX

d. Akuntansi Aset SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait

2

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset
SKPD adalah ;

a) Kuasa BUD

b) PPKD

¢) Pengguna Barang

d) Pengelola Barang

¢) Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Langkah-Langkah Teknis

a)

Pembelian Aset Tetap

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti
transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang,
PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap
yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.
Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-SKPD
mencatat *Aset Tetap.....” di debit dan “Utang Belanja
Modal” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap XXX
Utang Belanja Modal XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran perolehan aset tetap tersebut mulai dari
pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan
SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK-SKPD akan
mencatat “Utang Belanja Modal” di debit dan “RK
PPKD™ di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Modal XXX
RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan
“Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:




Belanja Modal XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX

b) Penghapusan Aset Tetap
Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan,
tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan
atau karena sebab-sebab lainnya.

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan
surplus, PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” dan
“Akumulasi  Penyusutan” di  debit  serta “Surplus
Penjualan Aset Non Lancar - LO” dan “Aset tetap (sesuai
Jenisnya)” sebesar nilai perolehannya di kredit dengan

jurnal:
RK PPKD HMR
Akumulasi Penyusutan XXX
Surplus Penjualan Aset Non XXX
Lancar-LO
Aset Telap ... XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena
pemusnahan PPK-SKPD mencatat penghapusan aset
letap tersebut. Terhadap kejadian diatas, PPK-SKPD
mencatat “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....” dan
“Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO” di
debit dan “Aset Tetap.....” di kredit dengan jurnal;

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  xxx
Defisil dari Kegiatan Non XXX
Operasional Lainnya-LO

Aset Tetap XXX

e. Akuntansi Kewajiban SKPD

1)

2)

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi
kewajiban SKPD adalah :

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Langkah-Langkah Teknis

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang
dan jasa yang lelah dilaksanakan dan pelunasan belum
dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya
utang/kewajiban  akibat transaksi tersebut dengan
mencatat “Beban...(sesuai rincian objek terkait)” di debit
dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal:

Beban... XXX
Utang Belanja EXX




Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum
dilakukan, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan
“Utang Belanja” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap XK
Utang Belanja XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD
mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara
Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau
“RK PPKD” {untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di
kredit dengan jurnal:

Utang Belanja XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
atau
Utang Belanja XXX
RK PPKD XXX

f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

1)

2]

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal
penyesuaian dan koreksi SKPD adalah:

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

b) Pihak yang melakukan Stock Opname

Langkah-Langkah Teknis

a) Koreksi Kesalahan Pencatatan

Untuk melakukan korcksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial
yang akan diotorisasi olch Pengguna Anggaran.
Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi,
PPR-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal
vang salah  catat tersebut. Misal, transaksi
beban/belanja  telepon  dicatal pada beban/belanja
Istrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan
tersebut, PPR-SKPD mencatat “Beban Jasa Telepon” di
debit dan “Beban Jasa listrik” di kredit dengan jurnal:

Beban Jasa Telepon XXX
Beban Jasa Listrik KX,

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD
mencatat “Belanja telepon” di debit dan “Belanja listrik”

di kredit dengan jurnal;

Belanja Jasa Telepon XHX
Belanja Jasa Listrik XXX
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b)

d)

Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada
akhir periode sebelum menyvusun laporan keuangan,
secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir
periode  untuk mengetahui  sisa  persediaan yang
dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK-
SKPD mencalat “Persediaan... (sesuai jenisnya)” di debit
dan “Beban Barang dan Jasa (sebesar persediaan yang
ada di akhir periode)” di kredit dengan jurnal;

Perscdiaan..... XN
Beban Barang dan Jasa XXX

Jurnal Penyusutan

Berdasarkan dafltar barang dan kebijakan akuntansi
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada
akhir tahun akan membuat bukti memorial yang
kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran
untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset
tetap  yang dimiliki. PPK-SKPD mencatat “Beban
Penyusutan...” di debit dan “Akumulasi Penyusutan” di
kredit dengan jurnal:

Beban Penyusutan..... XXX
Akumulasi Penyusutan XXX

Penyesuaian Beban Jasa Dibayvar Dimuka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan
barang dan jasa untuk beberapa tahun seperti
pembayaran sewa, Pemerintah Daerah perlu membuat
Jurnal  penyesuaian pada akhir tahun untuk
menyesuaikan beban tersebut. Pada akhir tahun
berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-
SKPD akan membuat bukti memorial vang kemudian
akan diotorisasi  oleh Pengguna Anggaran untuk
penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat
"Beban  Sewa” di debit dan “Beban Jasa dibayar
dimuka” di kredit dengan jurnal:

Beban Sewa XXX
Beban Jasa Dibayar Diimuka XXX

g. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo PPKD

1} Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses
akunlansi vang dimulai dari pencatatan transaksi hingga
penyusunan  Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi
tersebut dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen
transaksinya ke dalam buku jurnal.




2)

Buku Besar

Tahapan selanjutnya sctelah pencatatan transaksi melalui
jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-
SKPD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta
Jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing
akun.

Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum
penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun
Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi
seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal
tertentu.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1)

2]

3)

Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD
dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang
dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah
dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan,

Dari 7 Laporan Keuangan wajib vang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan
Keuangan yang dibual oleh SKPD, vaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b} Neraca;

¢} Laporan Operasional (LO),

d} Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}; dan

¢) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan
laporan keuangan adalah :

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

b) Pengguna Anggaran

Langkah-Langkah Teknis

a] Menyiapkan Kertas Kerja
PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai
alal untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja
adalah alat bantu yang digunakan dalam proses
pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna
untuk  mempermudah proses pembuatan laporan
kenangan yvang dihasilkan secara manual.

(1} Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku
besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca
saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo”
yang terdapat pada Kertas Kerja.
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(2) Membuat Jurnal Penyesuaian
PPK-5KPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini
dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas
saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas
transaksi-transaksi vang bersifat akrual. Jurnal
penyesualan tersebut diletakkan dalam kolom
“Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.
Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain
digunakan untuk:
(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
(b) Pencatatan jurnal vang belum dilakukan
(c} Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset

lainnya pada akhir tahun

(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
PPK-SKPD melakukan penyvesuaian atas neraca
saldo berdasarkan jurnal penyesuaian vang telah
dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan
diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah
Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan

(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yvang telah disesuaikan,
Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi
Anggaran dan kemudian disgjikan dalam “Laporan
Realisasi Anggaran”,

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi
SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA
menjadi 0. Berikut ini conteh jurnal penutup LRA

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal
penganggaran vang dibuat di awal tahun
anggaran

Apropriasi Belanja XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX
Estimasi Pendapatan XXX

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran,
ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan-LEA MK
Belanja HHK
Surplus/Defisit-LRA XK



(3)

(4)

(¢} Jurnal  Penutup untuk menutup akun
surplus/delisit - LRA pada akun Estimasi
Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi

Surplus/Delisit LRA XXX
Estimasi Perubahan SAL 084

Kemudian setelah membuat jurnal penutup,
Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA.

Menvusun LO, Jurnal Penutup LO dan Neraca Saldo
setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA,
Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun vang
termasuk dalam komponen Laporan Operasional
untuk  kemudian  disajikan dalam  Laporan
Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD
juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan
ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.
Kemudian, sctelah membuat jurnal penutupan,
Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah
Penutupan LO. Berikut i contoh jurnal penutup
LO.

Pendapatan-LO NXK
Surplus/Delisit,..LO XXX
Beban XXX

Menyusun Neraca, Jurnal Penutup Akhir, dan
Neraca saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO,
Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan
dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD
membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut
ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit...-LO XXX
Ekuitas M

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir,
Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir.
Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal
untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan
Perubahan Ekuilas menggunakan data Ekuitas Awal
dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang
salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional
yvang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan



Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas SKPD.

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
naratil atau rincian dari angka yang tertera dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal
yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan antara lain:

(a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;

(b} Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan
dan ekonomi makro:

(c) lkhtisar pencapaian target keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan
vang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
vang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

le) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan vang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

(I} Informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian  yang wajar, yang tidak disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan.

k. Format Laporan Keuangan

Format yang terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan,
Bagan Akun Standar dan konversi penyajian LRA mengacu
kepada format yang diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tlentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintahan Dacrah.

h/BUPAT AWA,

ok,

lhf A/T JAMALUDDIN MALIK



